SALINAN

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TAMPIRWETAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
R PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMPIRWETAN,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati
Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022;

b.bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tampirwetan Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa
Tampirwetan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tampirwetan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N egara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
’é‘:l(’)ngljahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 1206, 'l:llﬂlhllhllll Lembaran Negara Republik Indonesin

Nomor 4438); ” 28 Tal ——

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang %

dan Rcﬁribusi Daerah (Lembaran Negara Rt‘])lﬁllﬂf“ﬂ:ﬂ?‘:::‘ mih

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Np“n
Republik Indonesia Nomor 5049); gara
Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 6 Tahun 2014 '
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penentapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Diescase (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahu
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapata
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik I
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

n 2014 tentang Dana
n dan Belanja
Tahun 2014
ndoﬂeﬂla
terakhir
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I’t‘lncrlnluh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

sl 8 Pernturan
»erubahan atas Pernt
:c‘l:nng Danan can  yang hersumber dari  Anggaran
n Belanjo Negara (Lembaran Negnrn Republik
Tambahan Lembaran

dn
Pendapatan 2016 Nomor 57,

Indonesin Tahun T
Negara Republik Indonesia Numgr 38[;4), | N~
' l"mcrinlnh penggan ndang- undang Republi

12. Peraturan ¢ 8RO entang G enemn

1 Tahun 2
19 Sistem Keuangan untuk Penanganan

ra dan Stabilite :
na Virus Discase 2019 (Cowd-lg] dan/ atau dalam
menghadapi ancaman  yang membahayakan

| dan/ atau gtabilitas system keuangan

rekonomian nasiona .
i ra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

(Lembaran Nega
13. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor g1; Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 6623); .
lik Indonesia Nomor 104 Tahun

14. Peraturan Presiden Repub !
n Pendapatan dan Belanja

2021 tentang Rincian Anggara
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014
s Peraturan di Desa (Berita Negara

tentang Pedoman Tekni
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangarn Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);
Nomor 110 Tahun 2016

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang pedoman tata tertib pengambilan keputusan
musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);
22, Peraturan Mentcri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);
g:;a$1ran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
tenta;an;ﬂ:ligfﬂﬂl Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
i (SB .tz oman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
1633); erita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeral Tertin

Nega

23

ggal,
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dan Tranemigrae Repubik Indonesia Nomoe 3 Tahug Xy
tentang  Pendsftaran,  Pendataan  dan  Pemeringhatan
Pemhinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
Aun/minn data Radan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milike
Dewn Rereama (Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Namen 2521,

25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2031
tentang Priomias Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961),

26, Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
schagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik  Indonesia  Nomor  128/PMK.07/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 819);

27. Peraturan Dacrah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun
2022 tentang APBD Perubahan Kabupaten Magelang

(Lembaran Dacrah kabupaten Magelang tahun 2022 Nomor

10);

Pcll'nlurm Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa

kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4

Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);

29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan

Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun
2017 Nomor 5);

30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang  Nomor 17 Tahun 2017 tentang  Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang
Tahun 2018 Nomor 38);

31, Peraturan Bupali Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf
Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah beberapa kali ter

akhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa
dan Stal Perangkat Desa dj Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57),
Peraturan Bupati Magelan

8 Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

nangan Desa  Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal

Berskala Desa di Kabupaten Magelang
(Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Bupaij Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang

28,

32,
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34.

33.

36.

37.

38.

39.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah
kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Tampirwetan (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2017
Nomor 1);

Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-
2025 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa
Tampirwetan Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2022 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2022 Nomor 6).
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Menctapkan

Anggaran Pendapatan dan Bel
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIRWETAN

dan

KEPALA DESA TAMPIRWETAN

MEMUTUSKAN:
RAN
: PERATURAN DESA TENTANG LAPO
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN

ANGGARAN 2022

Pasal 1

anja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian

Rp. 1.666.563.715
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 623.271.307
b. Bidang Pembangunan Rp. 530.891.500
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 60.875.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 78.586.500
e. Bidang Tak Terduga Rp. 342.454.000
Jumlah Belanja Rp.  1.636.478.307
Surplus Rp. 30.085.408
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.127.908
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b ) Rp. (28.872.092)

Uraian lebih lanjut mengenai
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,

Peraturan

Pasal 2

Desa ini terdiri dari:

hasil pelaksanaan An

—-=====-===q=

ggaran Pendapatan dan

tercantum dalam lampiran

1. Lampiran | : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
. APBDesa Tahun Anggaran 2022

2. Lampiranll Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31
: Desember Tahun 2022

3. Lampiran |l Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang
: masuk ke desa; dan

4. Lampiranlv Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesq 2022
Pasal 3
Lampiran
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Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan‘.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tampirwetan

Ditetapkan di ! Tampirwctfm
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Diundangkan di : Tampirwetan

Pada tanggal : 31 Januari 2023

'SEKRETARIS DESA TAMPIRWETAN,

AHMAD KHOIRUL MUFID

LEMBARAN DESA TAMPIRWETAN TAHUN 2023 NOMOR 2
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